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BAB V 
PENUTUP 

V.1. Kesimpulan  

Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis (UU MIG). Dengan maraknya barang-barang dengan produk “Kw” atau 
“Replika” yang terjadi di marketplace berbasis user generated content dapat dianggap 
sebagai barang yang berpotensi melanggar merek. Adapun pelanggaran merek dalam 
marketplace terdiri dari yaitu pelanggaran berupa persamaan pada pokoknya, pemalsuan 
dengan penggunaan merek yang secara substansial dan tidak dapat memiliki daya 
pembeda, serta dilusi. Atas pelanggaran merek yang terjadi dalam marketplace, maka 
pemilik merek dapat melakukan gugatan secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 
83  UU MIG dan pengaduan  dalam tindak pidana yang terjadi dalam marketplace 
berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 102 UU MIG. Selain itu, penelitian ini 
menemukan bahwa belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum terkait 
gugatan antara pemilik merek, penjual (merchant) dan penyedia platform marketplace 
mengenai pelanggaran yang terjadi dalam marketplace. Namun, terdapat putusan 
berkekuatan hukum tetap terkait pembatalan merek dalam Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-
HKI/2021 dan Putusan Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang membahas mengenai 
bentuk-bentuk pelanggaran merek atas suatu produk atau barang. Putusan yang telah 
ditinjau juga dapat menjadi petunjuk bahwa produk yang melanggar merek namun masih 
bebas diperdagangkan dalam marketplace berbasis user generated content.  

Berkaitan dengan pelanggaran merek yang terjadi dalam marketplace berbasis 
user generated content, maka hubungan hukum antara penyedia platform dan pedagang 
menimbulkan hak dan kewajiban dalam melindungi merek. Penyedia platform 
(marketplace) sebagai PSE Lingkup Privat yang memiliki portal, situs, atau aplikasi 
dalam jaringan internet, yang digunakan untuk menyediakan, mengelola, dan/atau 
mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang atau jasa. Pedagang (user) dan 
Penyedia Platform mempunyai hubungan dalam suatu perjanjian baku (clickwrap 
agreement) yang telah sesuai dengan Pemenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE 
Lingkup Privat UGC yang mewajibkan penyedia platform memiliki “Tata Kelola 
Mengenai Informasi Elektronik” dan menyediakan sarana pelaporan. Perjanjian baku 
tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak dalam menjalankan 
bisnisnya sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam ketentuannya, penyelenggara sistem 
elektronik lingkup privat dan penjual (merchant) mempunyai tanggung jawab dan 
kewajiban dalam hal terjadi pelanggaran merek di dalam marketplace berbasis user 
generated content. PSE lingkup privat juga dapat melakukan pemutusan akses (take 



    

63 
 

down) terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dalam 
platform marketplace.  

Pelindungan hukum terhadap merek diberikan kepada merek yang terdaftar. 
Terdapat 2 jenis pelindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap pemilik merek yaitu (1) pendaftaran 
merek dan (2) gugatan ganti rugi dan sanksi pidana. Dalam situasi terkini, pelindungan 
merek masih lemah dan belum menjamin kepastian hukum dalam perdagangan melalui 
sistem elektronik. Hal ini terlihat dari maraknya peredaran barang yang berpotensi 
melanggar merek dalam suatu marketplace, dan pedagang yang bersifat anonim (identitas 
bukan asli), dan lain sebagainya. Seharusnya, pengaturan saat ini sudah menjamin 
kepentingan semua pihak. Adapun beberapa ketentuan yang perlu diatur pengaturan 
mengikat mengenai marketplace berbasis user generated content, antara lain: Pertama, 
pengaturan terkait defensi “konten yang dilarang” atau pelanggaran atas kekayaan 
intelektual yang diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 seharusnya 
didefenisikan secara jelas agar tidak beresiko memblokir konten buatan pengguna yang 
sebenarnya diizinkan dan tidak bertentangan dengan hukum. Kedua, tindakan terhadap 
aduan atau pelaporan atas konten yang diunggah pedagang (merchants) sebagai bentuk 
pelindungan merek. Salah satunya seperti surat edaran sudah mengatur mengenai 
tindakan terhadap aduan atas konten yang dilarang bahwa Penyedia Platform marketplace 
berkewajiban untuk menyediakan sarana bagi pedagang (merchant) untuk melakukan 
sanggahan yang diunggahnya atas konten yang dilarang. Sementara itu, Permenkominfo 
5 Tahun 2020 belum mengatur hal tersebut.  

  

V.2 Saran  

Berdasarkan pemaparan penelitian ini, PSE Lingkup Privat (Marketplace berbasis 
User Generated Content) telah mengimplementasikan beberapa ketentuan dari Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
PSE Lingkup Privat User Generated Content. Kementerian Komunikasi dan Informatika 
perlu melakukan perubahan kebijakan agar mampu memperbaiki regulasi untuk 
meningkatkan pelindungan terhadap merek dalam marketplace berbasis user generated 
content, yaitu: Pertama, pembebasan tanggungjawab PSE Lingkup Privat berbasis UGC 
(Marketplace) masih menimbulkan ambiguitas karena dinyatakan bahwa PSE Lingkup 
Privat berbasis UGC “dapat dibebaskan” dari tanggungjawab hukum setelah PSE 
memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Permenkominfo. Ketentuan 
tersebut dapat menimbulkan PSE Lingkup Privat masih bisa dianggap bertanggungjawab 
setelah sudah memenuhi ketentuan yang telah diimplementasikan. Pasal 11 
Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 perlu direvisi dengan menyatakan bahwa PSE 
Lingkup Privat “akan dibebaskan” dari tanggungjawab apabila menjalankan ketentuan 
yang diatur dalam Permenkomifo Nomor 5 Tahun 2020.  Hal ini karena kewajiban dan 
tanggung jawab penyedia marketplace hanya sebatas sistem dari situsnya. Kedua, 
Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 perlu mengatur mengenai moderasi konten. 
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Permenkominfo sebaiknya memfasilitasi proses moderasi konten yang berlandaskan 
hukum yang adil agar PSE dan Pengguna (merchant) dapat menyanggah dan menolak 
permohonan penghapusan konten serta menjamin moderasi dilakukan secara transparan, 
independen dan adil. Ketiga, Permenkomminfo Nomor 5 Tahun 2020 perlu menjelaskan 
secara detail terkait jenis konten yang dilarang. Konten yang dilarang tidak memberikan 
defenisi yang jelas termasuk konten yang melanggar kekayaan intelektual, termasuk 
merek. Oleh karena itu perlu defenisi yang jelas karena akan berkaitan dengan syarat dan 
ketentuan yang diatur dalam marketplace berbasis ugc. Dalam pengaturan kedepannya, 
Pemerintah Indonesia juga perlu mempertimbangkan penyempurnaan regulasi mengenai 
safe harbor kepada pihak-pihak dalam perdagangan melalui marketplace berbasis user 
generated content dengan subtansi perundang-undangan yang mengikat dan lebih 
lengkap.  

PSE Lingkup Privat UGC (marketplace berbasis user generated content) 
sebaiknya melakukan upaya pencegahan pada platform dengan aktif melakukan 
monitoring terhadap konten yang dilarang atau produk yang melanggar merek, sehingga 
dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran merek yang terjadi di platform miliknya. 
Serta perlu membuat protection system khusus pada kekayaan intelektual, termasuk 
merek untuk menolak para penjual (merchant atau user) yang mengunggah produk yang 
melanggar merek secara tanpa hak. Sementara itu, bagi pemilik merek agar membuat 
laporan dan pengaduan apabila terdapat barang atau produk yang melanggar merek dalam 
marketplace berbasis ugc. Serta bagi PSE Lingkup Privat UGC (penyedia marketplace), 
penjual (merchant) dan masyarakat agar lebih sadar atas produk yang melanggar 
kekayaan intelektual termasuk merek yang diperdagangkan melalui marketplace berbasis 
user generated content.  
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Peraturan Perundang-Undangan 

Undang – Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia 1945 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup 
Privat (PSE Lingkup Privat). 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui sistem elektronik  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik 

Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 

Putusan Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022.  

 

 

Lain-lain 

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung 
Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (merechant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
yang Berbentuk User Generated Content 

Slide PPT tentang Metode Kualitatif dalam Penelitian Hukum” Oleh Bivitri Susanti pada 28 September 
2020. 

 


